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Abstract

The principle of equality before the law has become the main
reference in the judiciary in Indonesia. This principle is
considered to be capable of keeping justice fulfilled in the
judicial process between the rich and the poor, those in power
and those who are not. However, due to the fact that the law
enforcement instruments in Indonesia have not yet been
perfect, this principle is no longer a reflection of justice but a
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menjaga keadilan tetap terpenuhi dalam proses peradilan
antara si kaya dan si miskin, penguasa dan yang bukan.
Namun dengan realitas bahwa Indonesia belum sempurna
dalam instrumen penegakan hukumnya, maka asas ini tidak
lagi menjadi gambaran dari keadilan, melainkan menjadi
wajah baru dari penindasan. Kajian ini menggunakan metode
normatif yang berfokus pada pasal-pasal dan pendapat-
pendapat para ahli, kemudian dikaji menggunakan
pendekatan sociological jurisprudence untuk mendeskripsikan
kesenjangan antara law in books dengan law in action. Terakhir,
kajian ini juga menggunakan studi komparatif untuk
menemukan jalan keluar penyelesaian kesenjangan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas penerapan asas
equality before the law di Indonesia masih jauh dari kata ideal.
Jalan keluarnya adalah dengan memperbaiki instrumen
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penegakan hukum di Indonesia, atau mengadakan
pembaharuan  dalam  kriteria pengangkatan  Hakim
sebagaimana yang diterapkan dalam wilayah al-mazalim.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum; hal tersebut adalah diksi pembuka yang wajib dalam
membahas asas equality before the law. Justifikasi dari Indonesia sebagai negara hukum
tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan dengan tegas pada pasal 1
ayat (3), setelah perubahan keempat pada tahun 2002 bahwa “Negara Indonesia adalah
negara hukum”. Konsekuensi logis dari negara hukum adalah negara harus menjadikan
hukum sebagai panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan, bukan ekonomi, politik
maupun kekuasaan. Oleh karenanya, adagium yang sering digunakan dalam
menggambarkan prinsip dari negara hukum adalah “the rule of law, not of man”
(Asshiddigie, 2006). Hal ini juga memberikan pengertian bahwa pemerintah beserta
lembaga-lembaga di dalamnya, termasuk lembaga peradilan, harus berlandaskan kepastian
hukum dalam mengambil tindakan. Oleh karena tindakan yang berdasarkan hukum, maka
diharapkan pemerintah dan berbagai perangkatnya tidak bertindak sewenang-wenang
terhadap rakyat yang dilakukan atas kehendaknya sendiri (Ali, 2020).

A.V. Dicey mengemukakan tiga ciri penting yang dapat menjadikan negara sebagai
negara hukum, meliputi: supremacy of law, equality before the law, dan due process of law.
Senada dengan ungkapan Dicey, The International Commission of Jurist mengungkapkan
bahwa prinsip dari negara hukum harus ditambah dengan prinsip peradilan bebas dan
tidak memihak (independence and impartiality of judiciary) (Asshiddigie, 2006). Sehingga
menjadi jelas di sini bahwa asas equality before the law adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari Indonesia yang merupakan negara hukum. Asas ini idealnya sangat menggambarkan
keadilan dalam hukum, karena asas ini dapat mengesampingkan seluruh atribut yang
dimiliki oleh pencari keadilan, baik atribut kekayaan, jabatan, ras, agama dan yang lain.

Namun, apa yang diinginkan tidak selalu sesuai dengan apa yang terjadi. Sabian
Ustman mengemukakan bahwa setidaknya hukum itu terbagi menjadi dua dalam
penelitiannya, yakni hukum sebagai peraturan yang tertulis yang biasa disebut sebagai das
sollen atau law in books, dan hukum sebagai kenyataan atau apa yang terjadi dan
dipraktikkan pada realitasnya yang biasa disebut sebagai das sein atau law in action. Hal
inilah yang terjadi pula pada asas equality before the law, di mana apa yang tertulis dalam
undang-undang tidak diterapkan secara benar dalam kenyataannya. Asas tersebut
diharapkan sebagai penghilang sekat antara penguasa dan bukan justru menjadi sekat baru
dengan adanya abuse of power dari para penguasa.

Untuk menggambar kesenjangan tersebut, bisa kita ambil contoh seorang kekek
berinisial AS di Kabupaten Nganjuk yang tertangkap kamera CCTV mengambil sebuah HP.
Setelah dilakukan penyelidikan, kakek tersebut tertangkap kurang dari tiga jam. Alasan ia
mengambil ponsel adalah karena desakan ekonomi. Atas tindakan tersebut, si kakek
mendekap di sel tahanan polres Nganjuk, dan terancam untuk dipenjara dengan pasal 362
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara (Hadi dan Agriesta, 2023). Ini tentunya
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menjadi ironi, mengingat kepolisian dapat dengan cepat menahan dan menjatuhkan pasal,
padahal kepolisian sudah memiliki pedoman restorative justice; bandingkan dengan kasus
Bank Century dengan kerugian mencapai 6,7 triliun yang melibatkan para pejabat tinggi,
yang penyelesaiannya sangat alot (Rofingi, 2019). Sehingga, ini menjadi masalah besar yang
perlu dicari jalan keluarnya—entah dengan memperbaiki Hukum Acara kita atau
memperbaiki instrumen penegak hukumnya—karena hukum itu dari masyarakat untuk
masyarakat, dan ketika masyarakat sudah merasakan ketidakadilan pada hukum tersebut
maka hukumlah yang harus berubah, bukan masyarakatnya (Utsman, 2014).

Pada dasarnya, sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai asas
equality before the law di Indonesia, di antaranya adalah yang ditulis oleh Sunardi Riono dan
Haris dengan fokus bahasan pada implementasi asas equality before the law pada undang-
undang narkotika (Riono dan Haris, 2021). Kemudian jurnal yang ditulis oleh Andhy H.
Bolifaar yang membahas asas equality before the law dalam penuntutan tindak pidana militer
campuran (Bolifaar, 2021). Benny Ynianto dan Tommy Michael juga ikut mengulas asas
equality before the law dalam jurnalnya yang berfokus pada bahasan keberlakuan asas equality
before the law bagi pejabat penangan Covid-19 (Yunianto dan Michael, 2021). Dari beberapa
penelitian yang pernah dilakukan mengenai asas equality before the law, penulis belum
menemukan penelitian yang membahas asas tersebut dari kacamata hukum Islam. Oleh
karenanya, peneliti tertarik untuk membahasnya dan mengajukan rumusan masalah
sebagai berikut. Pertama, bagaimana asas equality before the law dan pelaksanaannya dalam
hukum positif di Indonesia. Kedua, bagaimana Islam memandang asas equality before the law
dan pelaksanaannya di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji asas equality
before the law sebagai sebuah kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum
normatif juga dikenal dengan legal research yang biasanya hanya mengkaji dokumen
(Muhaimin, 2020). Oleh karenanya, sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui buku,
kitab dan jurnaljurnal hukum yang berisi pendapat para ahli mengenai asas equality before
the law. Sebagai studi dokumen, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
bibliographic study dengan menghimpun data melalui berbagai sumber yang dipublikasikan
secara luas (Sugiyono, 2013). Kemudian, penelitian ini dianalisis menggunakan teknik
kualitatif dengan model deduktif yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif
ke arah data yang akan diterangkan. Terakhir, penelitian ini dikaji menggunakan
pendekatan sociological jurisprudence untuk mendeskripsikan kesenjangan antara law in books
dengan law in action. Terakhir, studi komparatif diterapkan untuk menemukan jalan keluar
penyelesaian kesenjangan tersebut (Abdussamad, 2021).

Hasil dan Diskusi

Asas Equality before the Law dan Pelaksanaannya dalam Hukum Positif di Indonesia
Prinsip tentang persamaan hak di depan hukum dimulai dari ajaran hukum alam Stoa,

yang berdasarkan akal yang universal menjustifikasi individu-individu, ras-ras, dan
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bangsa-bangsa berada pada satu derajat yang sama. Dalil ini kemudian diterima oleh
hukum Romawi, yang walaupun dalam realitasnya terdapat berbedaan antara hukum alam
yang berprinsip persamaan mutlak dan hukum bangsa-bangsa yang masih membenarkan
adanya perbudakan. Secara universal, kesamaan kedudukan ini diakui oleh seluruh negara
dengan adanya perjanjian yang dibuat dalam bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM PBB) yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948
(Irianto, 2008). Salah satu prinsip dalam HAM PBB adalah kesetaraan, di mana semua
manusia dilahirkan bebas dan setara, yang lanjutan dari prinsip tersebut adalah prinsip non
diskriminasi tentang penikmatan hak asasi manusia harus ‘tanpa pembedaan apa pun’
(Baderin, 2010).

Rumusan prinsip ini terdapat dalam pasal 7 DUHAM PBB yang diterjemahkan
sebagai berikut: “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum
yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap
bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan
yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”(Kasim dan Nusa, 2019).

Deklarasi Universal ini kemudian yang diratifikasi oleh negara-negara yang mengakui
adanya kesetaraan, di antaranya adalah Indonesia. Indonesia sendiri meratifikasi delapan
dari 25 instrumen internasional tentang hak asasi manusia, yang di antaranya adalah
penghapusan segala bentuk diskriminasi (Smith, dkk., 2012). Lebih dari itu, kesetaraan di
depan hukum atau equality before the law diakui dan diamanatkan langsung oleh konstitusi
kita yang tertulis dalam pasal 27 (1) dan pasal 28D (1) yang berbunyi: “Segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang
sama di hadapan hukum.”

Oleh karena konstitusi sudah menyatakan seperti itu, mau tidak mau undang-undang
di bawahnya harus tunduk sebagai akibat dari dianutnya supremasi konstitusi di mana
UUD merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar dari segala hukum yang berada di
bawahnya (Ansori, 2016). Sehingga dapat dilihat pula kesetaraan ini dalam penjelasan
umum KUHAP pada butir 3a yang menyatakan, “Perlakuan yang sama atas diri setiap
orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”. Selanjutnya,
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
menyatakan, “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda bedakan
orang”. Hal ini dalam bahasa Sanskerta diistilahkan dengan tan hana dharma manrua yang
dijadikan moto oleh Persatuan Jaksa (Hamzah, 2001).

Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono mengungkapkan bahwa equality before the law
juga biasa disebut dengan asas isonamia atau gelijkheid van iedervoor de wet yang
mengandung pengertian bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut
forum privilegiatum atau tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku
tertentu suatu tindak pidana oleh karena harus dipandang sebagai mempunyai sifat-sifat
yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya (Purwoleksono, 2015).
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Sementara itu Riadi mengartikan equality before the law sebagai hukum memberikan
jaminan dan kepastian tentang hak warga negara. Hukum juga tidak bisa membedakan
apakah orang itu kaya atau tidak, berkuasa atau tidak, melainkan seluruh warga negara
memiliki hak-hak yang sama. Oleh karenanya, keadilan sering diilustrasikan sebagai
seorang dewi yang ditutup kedua matanya. Artinya, dewi dalam mengadili tidak boleh
melihat status warga negaranya sebagai apa. Begitu pun Hakim yang tidak boleh
membeda-bedakan orang dalam memberi keputusan (Rahmad, 2019). Equality juga
diartikan sebagai uniformitas yang merupakan proposisi dari hukum dan moral bahwa
orang yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan orang yang tidak sama
diperlakukan dengan berbeda. Oleh karenanya, pernyataan seseorang diperlakukan sama
dengan orang lain karena dia “setara atau sama” dengan orang tersebut sehingga dia
diposisikan pada satu frame yang sama. Prinsip equality juga menekankan adanya
persamaan setiap orang di muka hukum yang harus diakui secara normatif dan diterapkan
secara empiris (Saputra, 2015).

Sehingga jelas bahwa arti dari kesamaan di depan hukum (equality before the law) yang
diamanatkan oleh UUD 1945 dan dilaksanakan oleh KUHAP dan UU Kekuasaan
Kehakiman adalah bahwa setiap orang ketika berhadapan dengan hukum tidak memiliki
atribut apa pun kecuali harkat dan martabatnya sebagai manusia. Hal ini selaras dengan
apa yang dikemukakan oleh Febriana Annisa dan Yetisma Saina, “setiap orang dari
golongan apa pun mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama di hadapan
hukum tanpa membeda-bedakan status sosial, ras, agama dan suku”(Annisa dan Saini,
2022). Selain argumentasi kepentingan HAM dalam asas ini, tujuan lainnya adalah,
menurut Eddy O.S. Hiariej sebagaimana dikutip oleh Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa,
“untuk memberikan suatu jaminan hukum bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran
atau perbuatan tindak pidana yang memungkinkan sanksi hukum bagi yang
melakukannya baik itu dilakukan oleh pejabat negara atau masyarakat biasa, apabila
mereka melakukan perbuatan hukum. Maka digunakan sanksi hukum sesuai dengan
hukum yang berlaku” (Kasim dan Nusa, 2019).

Jika melihat uraian panjang di atas, maka dapat dipahami bahwa prinsip asas equality
before the law adalah bagaimana seseorang dapat dianggap sama di depan hukum; sehingga,
dalam penegakan hukumnya, semua orang mendapatkan perlakuan dan penegakan
hukum yang sama. Namun pada realitasnya, praktik asas equality di Indonesia tidak selalu
berbanding lurus dengan teorinya. Bisa kita ambil contoh kasus kakek yang berinisial AS
yang mencuri HP di konter Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan kronologinya, seorang kakek
yang berinisial AS ingin memperbaiki handphone-nya yang lambat di sebuah konter di
Kabupaten Nganjuk. Pada saat berada di konter tersebut, AS melihat tidak ada orang yang
menjaganya dan mengambil handphone yang ada di sana. Tindakannya tersebut terekam
oleh kamera CCTV; dan kurang dari tiga jam AS tertangkap oleh polres Nganjuk dan
ditahan, serta terancam akan dipenjara selama lima tahun karena tindak pidana pencurian
(Hadi dan Agriesta, 2023).

Pada kasus di atas bisa dilihat bagaimana kepolisian bisa sangat cepat menangkap dan
kemudian menetapkan pasal yang akan dibawa ke kejaksaan. Hal ini menjadi ironi,
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mengingat jika kita gunakan prinsip kesetaraan, maka seharusnya kakek tersebut
mendapatkan haknya. Dalam DUHAM PBB dijelaskan pula bahwa setiap orang berhak
mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Pada kasus ini, perlindungan hukum dan
hak yang dimaksud adalah restorative justice. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021
menjelaskan bahwa polisi perlu mewujudkan penyelesaian perkara dengan prinsip
keadilan restoratif (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021). Namun, kasus ini
menunjukkan bahwa pelaku langsung disediakan pasal yang dapat menjeratnya.

Kesenjangan penerapan asas equality before the law dalam kasus ini tampak semakin
kuat dengan kenyataan bawa pelaku melakukan pencurian karena terdesak masalah
ekonomi. Dengan demikian, jelas status dari pelaku adalah “si miskin”. Dan istilah “si
miskin” serta “si kaya” merupakan di antara pembahasan utama dalam asas equality before
the law, dan bahkan menjadi salah satu alasan lahirnya asas tersebut, yakni agar “si miskin”
dan “si kaya” mendapatkan perlindungan dan haknya dengan sama di depan hukum.
Sebagai perbandingan, kasus “si kaya” yang dapat dijadikan rujukan adalah kasus Bank
Century. Kasus tersebut sudah bertahun-tahun terbengkalai dan penyelesaiannya masih
alot sampai sekarang—entah kebetulan atau memang pelaksanaan asas equality di
Indonesia yang perlu dipertanyakan. pada kasus Bank Century, pelakunya adalah para
pejabat tinggi yang mengakibatkan kerugian hingga mencapai angka 6,7 triliun (Rofingi,
2019).

Menyoal Penerapan Asas Equality before the Law di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam

Sebelum melangkah lebih jauh, bagian ini terlebih dahulu akan menjelaskan asas
equality before the law dalam Islam. Agama Islam adalah agama sempurna yang hadir bukan
hanya untuk bangsa Arab saja sebagai tempat turunnya agama Islam, melainkan untuk
seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Anbiya’ ayat 107:

Enodtall &35 Yy Sudif L
“Dan kami tidak utus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Menurut Abti Al-Hasan Magqatil, diksi ‘alamin bahkan lebih luas mencakup seluruh
bangsa manusia dan bangsa jin (Sulaiman, 2002). Maka bisa kita lihat dari satu ayat ini saja
Islam tidak pernah membedakan siapa objek dari Islam itu sendiri; melainkan, Islam selalu
berorientasi kepada semua makhluk hidup secara keseluruhan. Berbicara mengenai equality
dalam Islam, bisa kita mulai dari equality dalam arti luas terlebih dahulu untuk
menggambarkan bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Sebagai acuan
dalil dalam kesetaraan ini, lihat firman Allah surah Al-Hujurat ayat 13:

T B e 1T By b s Tk s s 95 1 180 6 o1 gl

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, dan
kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya
orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa.”

Ada kisah menarik dibalik turunnya ayat ini, berdasarkan hadist Ibon Wahab, bahwa
pada satu waktu Bilal adzan di Baitullah. Hal tersebut kemudian didengar oleh orang-orang
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Quraisy dan mereka mencemooh karena Bilal pada saat itu adalah seorang budak. Maka
kemudian turun lah ayat ini (Wahab, 2003). Dalam kisah ini dapat kita lihat bagaimana
Islam sangat menjunjung tinggi kesetaraan, dengan membela Bilal atas cemooh yang
diberikan oleh kaum Quraisy; sehingga, dengan adanya pembelaan ini memberikan
justifikasi bahwa siapa pun itu berhak diperlakukan dengan sama, yang dalam hal ini Bilal
yang seorang hamba sahaya juga memiliki hak untuk adzan di Baitullah.

Isu equality lain yang terdapat dalam ayat ini adalah kesetaraan gender. Abtu Jarir Al-
Thabari menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa manusia itu tidak akan tercipta tanpa
adanya laki-laki dan perempuan, karena seorang anak lahir pasti dari nutfah laki-laki dan
perempuan; tidak bisa hanya dari salah satunya saja (Al-Tabari, n.d.). Hal ini menunjukkan
bahwa laki-laki dan perempuan memiliki andil dan eksistensi yang sama sehingga tidak
ada satu pun yang lebih utama dari pada yang lainnya. Keduanya berada pada posisi yang
sama dengan pengakuan terhadap kesetaraan yang sama sesuai porsi masing-masing.

Abtu Al-Laith Al-Samargandi memberikan penafsiran yang lebih lengkap. Beliau
mengatakan bahwa Islam tidak pernah membedakan latar belakang seseorang, bahkan
ketika dia adalah sorang hamba sahaya, tahanan, ataupun orang berkulit hitam. Islam tetap
memberikan hak-haknya sebagaimana manusia secara sempurna (Al-Samarqandi, n.d.).
Ada kasus menarik yang diungkapkan oleh imam Maturidi di mana banyak anggapan
bahwa bangsa Arab lah umat yang paling baik karena mereka memiliki peradaban yang
maju, memiliki kedaulatan yang kokoh seperti Persia dan Romawi. Mereka juga sering
diorientasikan pada akhlak yang tinggi. Namun, semua hal tersebut salah; kegemerlapan
yang dijadikan kebanggaan tersebut tidak menjadikan mereka lebih baik dari bangsa
lainnya. Hal tersebut menurut imam Maturidi karena tuhan menganggap semua manusia
sama berdasarkan surah Al-Hujurat ayat 13 tadi (Al-Maturidi, 2005).

Maka, berdasarkan ayat di atas dengan berbagai penafsiran yang diberikan oleh
ulama, tidak ada alasan untuk merasa lebih tinggi dari siapa pun, dan juga tidak ada alasan
untuk merasa lebih hina dari siapa pun. Islam menganggap semua manusia adalah sama.
Islam tidak pernah mempermasalahkan manusia berasal dari suku mana, bangsa mana,
warna kulit apa dan bahkan Islam tidak peduli dengan status sebagai seorang hamba
sahaya. Oleh karenanya, Islam sangat-sangat menjunjung tinggi dan mengakui adanya
kesetaraan di antara manusia dalam kehidupan mereka di dunia. Setelah berbicara panjang
lebar tentang equality dalam arti luas, maka kita masuk pada equality before the law dalam
hukum pidana Islam. Agar pembahasan ini memiliki landasan normatif yang kuat, hadits
dari Muhammad Ibn Mugqatil yang ditakhrij oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih
Bukhari dapat dijadikan landasan dasar (Al-Bukhari, 1993).
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Hadits di atas mengisahkan ada seorang perempuan pada masa Rasulullah yang
melakukan pencurian. Kemudian, orang-orang dari qabilah perempuan tersebut meminta
Usamah Ibn Zaid untuk bernegosiasi dengan Rasulullah agar perempuan tersebut tidak
dihukum dengan meminta pengampunan kepada Rasulullah. Setelah Usamah melakukan
negosiasi tersebut, wajah Rasulullah memerah dan beliau bersabda, “Apakah kamu
bernegosiasi denganku mengenai had yang telah Allah tentukan?”. Setelah itu kemudian
Rasulullah berdiri dan berpidato, “Amma ba’du, sesungguhnya orang-orang sebelum
kalian binasa, karena ketika mereka menemukan orang-orang yang terpandang mencuri,
mereka membiarkannya, dan ketika orang-orang yang lemah mencuri, mereka akan
menegakkan hukum had. Demi Dzat yang aku berada pada kekuasaannya, seandainya
Fathimah putri Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya.” Setelah itu
kemudian Rasulullah memerintahkan untuk menegakkan hukum had kepada perempuan
tersebut.

Jika kita ilustrasikan pada masa sekarang, ada seorang pejabat tinggi yang melakukan
korupsi. Kemudian orang-orang yang satu instansi dengan pejabat tersebut ingin
melakukan lobi entah kepada kejaksaan atau Hakim yang sedang menangani kasus
tersebut. Namun ternyata lobi tersebut tidak berhasil, bahkan para penegak hukum menjadi
marah karena orang-orang tersebut ingin mencederai equality dalam hukum. Ilustrasi tadi
mungkin sangat cocok dengan apa yang terjadi pada Hakim Artidjo Alkostar; beliau pernah
ditawari cek dan beliau menjadi sangat marah dan berkata “Saya terhina dengan surat-surat
Anda itu. Itu jangan diteruskan lagi, itu masalah menjadi lain” (Anon, 2018).

Hadits di atas menunjukkan betapa Islam sangat menjunjung kesetaraan dalam
hukum pidana. Bisa dilihat bagaimana Rasulullah sangat marah dengan lobi yang
dilakukan Usamah, bahkan beliau bersumpah yang isinya sangat-sangat menggambarkan
equality before the law yang dianut dalam konstitusi kita. Dalam sumpahnya Rasulullah
bersabda bahwa seandainya putrinya mencuri maka beliau sendiri yang akan memotong
tangannya. Hal ini menjadi tamparan keras mengingat dalam realitas hukum kita, justru
orang-orang berusaha menutupi kejahatan dari keluarga mereka, terutama mereka yang
memiliki kekuasaan. Perlu diketahui, dari riwayat Abu Al-Walid, dari Al-Zuhri, dari
‘Urwah, dari Aisyah, bahwa pencuri pada hadist di atas merupakan orang penting dari
kaum Quraisy (Abu Ya’qub Ishaq Ibn Ibrahim, 1991). Hal itulah kemudian yang membuat
mereka berusaha melobi Rasulullah dan hal yang sama membuat Rasulullah menjadi
murka.

Lebih lanjut, Imam Abu Al-“Abbas Al-Qurtubi menjelaskan bahwa hadist di atas
merupakan peringatan keras kepada orang-orang yang tidak menegakkan hukum had, dan
janji yang nyata kepada orang-orang yang meninggalkan equality di antara orang yang
mulia dan tidak, orang yang kuat dengan yang lemah dengan ancaman berupa kebinasaan
(Al-Qurtubi, 1996).

Terakhir, bisa kita simpulkan bahwa fenomena lobi melobi sudah ada sejak dahulu
yang merupakan pekerjaan orang-orang bodoh yang beranggapan bahwa dengan jabatan
dan kedudukan tinggi bisa dapat menghindari pidana dan pemidanaan. Adanya abuse of
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power menjadikan eksistensi dari equality before the law semakin menipis, sehingga perlu
dikaji dan dicarikan jalan keluar bagaimana agar equality tetap hadir dalam sistem pidana.

Setelah melihat uraian lengkap equality before the law dalam kacamata hukum positif
dan hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya memiliki substansi
materi yang sama. Baik hukum positif maupun hukum Islam mengakui adanya kesetaraan
baik secara umum maupun di depan hukum; bahkan keduanya memiliki landasan yang
kuat—hukum positif berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan
norma aturan paling tinggi, begitu pun hukum Islam yang berpijak pada al-Qur’an yang
merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam.

Hal yang menjadikan keduanya berbeda terletak pada bagaimana pelaksanaan dari
hukum materiil itu sendiri. Dalam hukum positif, asas equality before the law menjadi tidak
begitu efektif disebabkan instrumen penegakan hukumnya yang tidak sempurna.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa ada 5 faktor yang
menjadikan sebuah hukum itu tidak efektif, meliputi: 1) faktor dari hukum itu sendiri; 2)
faktor yang datang dari penegak hukum; 3) faktor sarana atau fasilitas yang dapat
menunjang penegakan hukum; 4) faktor masyarakat di mana hukum itu diterapkan; 5)
faktor kebudayaan (Soekanto, 2012).

Masih menurut Soerjono Soekanto, bahwa penyumbang persentase terbesar dalam
faktor penegakan hukum adalah penegak hukum itu sendiri, yang meliputi polisi, jaksa,
hakim dan advokat. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang disusun oleh penegak
hukum, diterapkan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap panutan hukum
oleh masyarakat luas. Soekanto (2012, hlm. 69) menjabarkan bahwa seluruh tindakan yang
dilakukan oleh penegak hukum sering dianggap benar walaupun pada kenyataannya
salah, seperti dalam hal mengerdilkan asas before the law. Oleh karenanya, agar kesetaraan
tetap memiliki eksistensi dalam sistem peradilan di Indonesia, maka harus dimulai dengan
memperbaiki penegak hukum yang terlibat di dalamnya.

Sementara itu, dalam hukum Islam, eksistensi dari equality masih terjaga disebabkan
penegak hukum itu juga. Bisa kita lihat pada hadist di mana ketika Rasulullah dilobi
disebabkan pencuri yang akan diadili merupakan orang terpandang dari kaum Quraisy,
beliau menolak dengan tegas dan beliau langsung menegakkan hukuman tersebut. Hal ini
tidak terlepas dari adanya Rasulullah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sekaligus
sebagai penegak hukum. Sehingga, tidak mengherankan Rasulullah tidak memiliki beban
sama sekali dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

Atas dasar tersebut kemudian pada masa selanjutnya, lebih tepatnya pada masa
kekuasaan Bani Umayyah, dengan khalifah Abdul Malik bin Marwan, lahirlah lembaga
baru yang disebut dengan wilayah al-mazalim. Lembaga ini merupakan lembaga peradilan
yang bertugas memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang tidak termasuk dalam
wewenang hakim biasa, akan tetapi pada kasus-kasus yang berkaitan dengan
penganiayaan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat biasa (Djalil, 2012).

Latar belakang lahirnya lembaga ini disebabkan banyaknya penguasa yang
melakukan kezaliman namun tidak adanya lembaga yang mampu menanganinya
dikarenakan adanya abuse of power dari penguasa tersebut. Sehingga, sebagaimana yang
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dijelaskan oleh Al-Mawardi yang dikutip oleh Ikhwan, bahwa salah satu wewenang atau
kompetensi absolut dari wilayah al-mazalim adalah menangani dan mengeksekusi
keputusan Hakim yang tidak mampu dilaksanakan karena kedudukan dan pengaruh
terdakwa (Ikhwan, 2017). Lebih dari itu, khalifah dalam menentukan pemegang kekuasaan
wilayah al-mazalim lebih sering menunjuk pejabat lain selain Hakim —walaupun lebih
diutamakan seorang Hakim—yang lebih berwibawa, amanah, dan mampu memberikan
perlindungan terhadap masyarakat; sehingga, ketidakteraturan yang terdapat dalam
negara bisa dihentikan. Maka dari itu pejabat wilayah al-mazalim terkadang adalah seorang
menteri peperangan (Koto, 2020). Kebijakan inilah yang kemudian menjadikan equality
tetap hadir dalam sistem peradilan Islam.

Diakui atau tidak, fenomena di atas juga terjadi dalam penegakan hukum di
Indonesia. Bisa kita lihat pada kasus kakek di atas. Dengan latar belakangnya yang bukan
siapa-siapa dan tidak memiliki kekuatan apa-apa, maka penegakannya menjadi sangat
mudah tanpa mempertimbangkan hak-hak dan perlindungan hukum terhadapnya. Sebagai
perbandingan kembali, bisa kita lihat dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ferdy
Sambo. Pada saat membacakan putusannya, saat itu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat Wahyu Imam Santoso terlihat beberapa kali mengatur nafas dalam sidang pembacaan
vonis tersebut. Hal ini tidak terlepas dari adanya terdakwa Ferdy Sambo yang merupakan
Kadivpropam dengan bintang dua yang tentunya memiliki pengaruh tersendiri pada
psikologis Hakim (Rif’an, 2023).

Dengan demikian, bisa kita lihat bahwa problem utama yang dihadapi dalam
penegakan dan penerapan asas equality before the law di Indonesia adalah faktor penegak
hukum, yang dalam hal ini adalah Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat yang tidak memiliki
konsistensi untuk selalu menerapkan asas equality before the law pada setiap orang dan setiap
masalah. Hal ini kemudian diperparah oleh kenyataan bahwa dalam banyak kasus, palaku,
tersangka atau terpidana memiliki power yang lebih besar dari pada penegak hukumnya.
Sehingga, melihat bagaimana Islam menyelesaikan masalah tersebut, dengan membentuk
lembaga baru berupa wilayah al-mazalim, maka seharusnya Indonesia dapat mengikutinya
dengan membentuk lembaga baru untuk mengawasi kinerja penegak hukum.

Namun, hal tersebut tidak dapat diterapkan di dalam sistem peradilan kita.
Sebagaimana yang dijelaskan bahwa equality sudah diamanatkan oleh konstitusi kita, dan
kita menganut sistem supremasi konstitusi; sehingga, kita tidak dapat melakukan
pembedaan terhadap pejabat dan yang bukan. Tentu, Pengadilan Militer kita keluarkan
dari kategori ini, karena memang status militer berbeda dengan orang sipil, sehingga
mereka juga harus diperlakukan secara berbeda. Maka, solusi yang tersisa adalah
bagaimana kemudian Mahkamah Agung menambah kualifikasi tertentu dalam
pengangkatan Hakim. Kualifikasi tersebut sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah
Bani Umayyah, yang menjadikan orang-orang yang berpengaruh menjadi bagian dari
sistem peradilan, terutama sebagai Hakim. Namun, hal ini tidak mengurangi esensi dari
Hakim itu sendiri yang haruslah merupakan orang yang paham betul akan hukum. Hal ini
untuk dapat menghindari tekanan yang diberikan oleh terdakwa, yang menjadikan cikal
bakal hilangnya eksistensi dari equality before the law.
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Kesimpulan

Asas equality before the law dalam hukum positif di Indonesia dapat dipahami sebagai
penegakan hukum yang berasaskan kesetaraan di mana semua orang mendapatkan
perlindungan dan haknya dengan sama di depan hukum tanpa adanya pembedaan secara
ras, agama, ekonomi dan jabatannya. Namun, pada praktiknya, asas equality before the law
masih sering diabaikan di Indonesia, seperti kasus pencurian yang dilakukan AS dan kasus
Bank Century di mana penegak hukum tidak memiliki konsistensi untuk selalu
menerapkan asas tersebut.

Sementara itu, hukum Islam juga mengenal asas kesetaraan materi yang hampir sama.
Namun secara praktik, Islam memiliki instrumen hukum yang lebih lengkap untuk
mewujudkannya, seperti pengangkatan kualifikasi pengangkatan penegak hukum yang
ketat, dan adanya lembaga pengawasan terhadap kinerja penegak hukum. Maka,
permasalahan realitas penegakan asas equality before the law di Indonesia terletak pada
instrumen formilnya yang kurang memadai sebagaimana dalam hukum Islam. Sehingga
diharapkan guna penegakan asas equality before the law, hukum positif di Indonesia dapat
meniru langkah yang diambil oleh hukum Islam.
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